PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran,
dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan
berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, dipandang perlu melakukan strategi
pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses
pembangunan nasional mulai dari proses perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, penganggaran,
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan di daerah;

b. bahwa penghapusan segala bentuk diskriminasi
terhadap perempuan dimaksudkan untuk mewujudkan
kesetaraan gender, dilaksanakan dengan strategi
pengarusutamaan gender di semua bidang kehidupan
dalam pembangunan daerabh;

C. bahwa upaya strategi Pengarusutamaan Gender perlu
dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada
seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan
instansi vertikal serta Lembaga Non Pemerintah daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
membentuk Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam
Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3277);



10.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang
Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi
Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pebangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
Nasional;

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2008 Nomor 6);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM

PEMBANGUNAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di
Provinsi Kepulauan Riau.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah
Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Gender adalah nilai-nilai sosial budaya yang dianut oleh masyarakat
setempat mengenai tugas, peran, tanggung jawab, sikap dan sifat yang
dianggap patut bagi perempuan dan laki-laki, yang dapat berubah dari
waktu ke waktu.

Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi
yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi
integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan,
pelaporan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan di daerah.

Kesetaraan Gender adalah kondisi dan posisi yang menggambarkan
kemitraan yang selaras, serasi, dan seimbang antara perempuan dan laki-
laki dalam akses, partisipasi, kontrol dalam proses pembangunan, dan
penikmatan manfaat yang sama dan adil di semua bidang kehidupan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap
perempuan dan laki-laki.

Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami
pembagian kerja/peran perempuan dan laki-laki, akses kontrol terhadap
sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses
pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara
perempuan dan laki-laki yang timpang, yang di dalam pelaksanannya
memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

Isu Gender adalah sebuah isu gender yang mengandung masalah
kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam seluruh lintas
pembangunan. Kesenjangan gender itu diukur dari aspek akses,
partisipasi, manfaat dan kontrol yang terjadi di semua dimensi
pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, teknologi,
lingkungan dan pertahanan keamanan

Diskriminasi Gender adalah perbedaan perlakuan, fasilitas, perioritas, hak,
kesempatan yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki.

Kesadaran Gender digunakan untuk pengertian kemampuan seseorang
untuk mengidentifikasi masalah ketimpangan gender dan upaya untuk
memecahkannya.

Pemberdayaan Perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber
daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.

Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan
untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-
masing.

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja
PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak
pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk masyarakat
dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau
kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai
kehidupan yang lebih baik sesuai yang diharapkan.

Data Terpilah adalah data yang menggambarkan peran, kondisi umum
dari perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat

Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai
kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian
pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian
permasalahan perempuan dan laki-laki.

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah penggunaan atau
pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan
untuk mecapai kesetaraan dan keadilan gender



BAB I
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender diwujudkan berdasarkan asas:
Non diskriminasi di segala bidang;

Persamaan Substantif;

Pemberdayaan;

Kemanusiaan;

Kebangsaaan;

Partisipasi;

Keadilan;

Ketertiban dan kepastian hukum; dan

Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
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Pasal 3

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Kepulauan Riau bertujuan:
a. menjamin terwujudnya kesetaraan gender dalam berbagai bidang
pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,;

b. menjamin penerapan pengarusutamaan gender sebagai strategi
pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;

c. memberikan acuan bagi semua pihak, baik Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, maupun Pihak
Swasta, Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat, Media Massa dan Perguruan
Tinggi dalam menyusun strategi pengintegrasian gender;

d. mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan
penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;

e. menghapus prasangka, kebiasaan dan segala praktik lainnya yang
didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau
berdasarkan peranan bagi perempuan dan laki-laki;

f. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan
tanggung jawab perempuan dan laki-laki sebagai insan dan sumberdaya
pembangunan; dan

g. meningkatkan kualitas dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di
segala bidang kehidupan dan pembangunan yang ada.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh proses penyusunan
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, laporan dan evaluasi kebijakan, dan
program pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau serta sektor-sektor swasta dan
perguruan tinggi yang menjadi mitra kerjasama dalam pelaksanaan
pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.



